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ABSTRACT
The 1928-1974 Indonesian women movement demanding domestic and marriage rights equality is analyzed due to the frequent oppressions and discriminations happened to woman in their domestic life.

The oppression happened both physically and psychologically. Paradigm and image of Indonesian women as soft creation had caused the violence occurrence in Indonesia. The forms of oppressions involve polygamy, one side divorce and domestic violence which also frequently happen today. Besides that, the understanding of theorem as well as cultural construction seemed to legalize the oppressions that lead to the right equality movement to make women’s position better.

This research will answer research problem, that is the reason behind the woman movement demanding domestic and marriage right equality and how their struggle to realize it. The objective of this research is to know the reason of Indonesian woman movement and the way to realize it.

The method used in this research is historical research method through some stages: heuristic (collecting some sources both primary and secondary), critics (validity test toward the sources attained in heuristic stage), and interpretation (connect one fact with another through religion, social and cultural approach) and historiography (stage of writing the research result so that the result can be seen by others).

The result of this research is the description of the reason toward the Indonesian woman movement that is the frequent discrimination and oppression toward women by men in domestic life such as polygamy, forced marriage, young age marriage, and one side divorce by husband.  These actions happen due to the misperception of theorems by the husbands who interpret them without paying attention to the context. The forms of the Indonesian women movement demanding their right occurred in some stages. The stages were begun from pre movement stage signed by Kartinis’ letters demanding education for women. The second stage was awakening stage in which women built the awareness toward their position and role through press. The third stage was movement building stage in which they formed some organizations for women in many areas of Indonesia. The next stage was influencing stage, here, the women influence their target by holding congress to influence government as target to warrant the women’s right in marriage. The result of the movement can be realized by the outcome stage, that is law marriage (Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974).
A. PENDAHULUAN

Penulisan karya ini membahas lebih dalam tentang gerakan atau upaya kaum perempuan menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dan perkawinan khususnya di Indonesia masa akhir abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20. Gerakan  R.A Kartini melalui surat-suratnya kepada sahabatnya Abendanon menjadi inspirasi awal perjuangan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan kedudukannya. Perjuangan nasib perempuan ini  memiliki fokus yang lebih besar sebagai puncak perjuangan pada tahun 1928-1974. Kongres perempuan Indonesia pertama tahun 1928 merupakan  awal usaha perempuan Indonesia secara kelompok dalam bentuk organisasi perempuan yang bertaraf nasional dalam memperjuangkan hak-haknya sampai keluar Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974. Undang-undang ini digunakan kaum perempuan sebagai lisensi atau dasar hukum akan hak-hak perempuan Indonesia khususnya dalam lingkungan rumah tangga dan perkawinan untuk menghapus pernikahan dini, kawin paksa, poligami, dan perceraian sewenang-wenang secara sepihak dari suami yang pada waktu itu marak terjadi di Indonesia.
Agama sering dijadikan sumber legitimasi teologis yang tak terbantahkan atas kenyataan yang menyudutkan perempuan
. Hal itu terus berkembang sampai masa kini karena pemahaman atas teks agama hanya secara tekstual tanpa memperhatikan konteks tempat, waktu dan budaya yang berkembang  saat dalil tersebut diturunkan. Seperti yang terdapat dalam hadits rasul  "tidak akan bahagia suatu kaum yang menjadikan seorang wanita menjadi pemimpin mereka" (HR Bukhari) atau ayat Al Qur-an dalam surat An-Nisa' 34 "kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).....seolah-olah perempuan  berada pada posisi marginal.

Perjuangan  kaum  perempuan untuk  memperoleh haknya dalam  rumah tangga sangat menonjol. Penyebab pokoknya karena perempuan  merasa belum  mendapat hak-haknya, lebih-lebih di Indonesia yang kental dengan nilai budaya patriarkhi. Perjuangan perempuan tersebut melalui berbagai cara dan media baik melalui surat kabar, pergerakan, organisasi, bahkan jalur politik agar mampu berkecimpung dalam pembuatan undang-undang yang ada di Indonesia demi membela hak perempuan agar diperlakukan seperti layaknya seorang anak perempuan, saudara perempuan, istri, ibu dan nenek dengan segala hak-haknya.

Penindasan dan kekerasan terhadap perempuan justru lebih banyak terjadi di rumah tempat yang selama ini dianggap paling aman bagi perempuan. Hal yang lebih menyakitkan, pelaku kekerasan umumnya adalah figur yang sangat dikenal oleh si korban (ayah, suami, paman, bahkan kakak laki-laki) sehingga perempuanpun tidak berani menolak demi  menuntut haknya sebagai manusia yang merdeka.

Penelitian ini dimulai sejak tahun 1928 dengan ditandai adanya Kongres Perempuan Pertama di Indonesia sebagai awal organisasi perempuan dalam skala nasional dan diakhiri tahun 1974 dengan disahkannya Undang-Undang Perkawinan (UUP) No 1 tahun 1974 sebagai  salah satu pokok perjuangan perempuan Indonesia memperjuangkan persamaan hak dalam rumah tangga dan perkawinan. 

Penelitian ini lebih fokus pada usaha-usaha atau gerakan perempuan Indonesia untuk memperjuangkan persamaan hak dalam rumah tangga dan perkawinan. Legalisasi kesetaraan hak perempuan  dalam rumah tangga dan perkawinan ini diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan (UUP). Penulisan sejarah perjuangan atau gerakan perempuan Indonesia ini  dimaksudkan  agar mampu memunculkan semangat baru bagi para pejuang perubahan nasib perempuan saat ini agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat.
Berdasarkan latar belakang  di atas dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai bahan kajian sebagai berikut:

1. Mengapa  perempuan Indonesia melakukan gerakan menuntut persamaan hak dalam rumah tangga dan perkawinan?

2. Bagaimana perjuangan perempuan untuk merealisasikan hal itu?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Dalam implementasinya metode sejarah terbagi menjadi empat tahap yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan penyajiannya (Historiografi).

B. Perempuan Indonesia Sebelum Kongres Perempuan Indonesia Pertama

Laki-laki dan perempuan dianggap sebagai atasan dan bawahan, majikan dan pembantu. Hal ini telah ada dan jauh sebelum agama Muhammad lahir di dunia khusunya di Indonesia sampai awal abad ke-20. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang mirip manusia dengan kata lain bukan manusia (Ridjal:1993).

Secara umum budaya yang dianut negeri kita adalah budaya patriarkhi. Ideologi patriarkhi merupakan salah satu variasi dari ideologi hegemoni, suatu ideologi yang membenarkan penguasaan satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Budaya mengagung-agungkan kaum laki-laki tersebut hampir merata diseluruh Indonesia. Sistem patriarkhi di Indonesia menggejala, baik pada masyarakat yang menganut sistem keluarga patrilineal (misalnya Batak), bilateral (misalnya Jawa), maupun matrilineal (misalnya Minang).

Penindasan terhadap perempuan di Indonesia sampai awal abad ke-20 dalam bentuk kawin paksa (perempuan banyak yang dikawinkan dengan suami yang belum pernah dilihatnya, atau sudah pernah dilihat tetapi belum dikenal; dalam segala hal hanya boleh bilang "ya" saja), poligami (dulu boleh dikatakan  biasa saja seorang laki-laki beristri lebih dari seorang dan diam dalam satu rumah pula), kekuasaan tidak terbatas dari kaum laki-laki dalam perkawinan (seorang laki-laki dengan begitu saja sewaktu-waktu boleh menceraikan isterinya, tidak usah mengatakan sebab-sebabnya dan tidak ada beban kewajiban untuk menyokong istri yang diceraikan).
  Selain itu juga banyak praktik pernikahan dini yang terjadi dari kalangan perempuan tanpa memperhatikan kesiapan fisik maupun psikis karena rasa gengsi orang tua memiliki anak perempuan berumur dan adat kebiasaan tetap tinggal di rumah  (gadis-gadis sejak mulai menginjak waktu dewasa tidak boleh meninggalkan rumah).

Perempuan sangat tidak berharga di hadapan laki-laki atau suaminya dan kaum perempuan juga sangat sengsara jika diperlakukan semacam ini padahal perempuan punya perasaan yang sangat lembut. Perempuan hidup bagaikan wayang yang tidak  berkuasa untuk menjalankan dirinya sendiri tanpa komando kaum laki-laki. Jika melanggar dengan mencoba berjalan sendiri tentu akan mendapat marah besar dari suami. Para suami memandang istrinya bagaikan domba, suami akan mendatangi hanya jika ada perlunya, setelah selesai mereka pun akan menerlantarkan para istri dan mencari yang lain. Jika suami sudah tidak cinta lagi pada istrinya, laki-laki itu sekehendak hati meninggalkan istrinya (bahkan menceraikannya) dan mencari perempuan lain, minuman keras, berjudi dan sebagainya.

Perempuan yang berani mengingatkan, tidak akan diterimanya tetapi yang didapat malah kemarahan dari suami. Perlakuan sewenang-wenang pihak suami terhadap istrinya dalam hal ini dianggap sebagai suatu kewajaran dan tak akan ada satu pun dari orang lain akan membela kaum perempuan untuk lepas dari kungkungan keadaan yang semacam itu. 

Perjuangan Kartini mampu menyadarkan perempuan Indonesia akan posisi, hak, kewajiban, dan peran yang sebenarnya sebagai anak perempuan, istri, ibu, dan nenek. Dalam surat kabar Poetri Mardika edisi Juli 1915 memuat artikel yang berjudul "Adat Jang Haroes Kita Linjapkan" menjelaskan masih banyaknya praktik pernikahan dini   di masyarakat karena orang tua merasa malu jika memiliki anak perempuan yang berumur 12 tahun belum juga mendapat suami. Orang tua berupaya keras mencarikan laki-laki yang mau menikahi anak perempuannya tanpa meminta pesetujuan anak perempuannya bersedia atau tidak. Ketika pihak laki-laki telah setuju dan mau menikah dengan putrinya, orang tua tak sepatah katapun meminta persetujuan putrinya untuk kawin dengan lelaki pilihannya itu karena berfikir cinta orang perempuan akan tumbuh dengan berjalannya waktu.

Munculnya teori seperti Teori Psikoanalisis dari Sigmund Freud yang bertitik pada "penis envy" perempuan dilihat sebagai laki-laki yang kurang lengkap, anggapan ini menimbulkan perasaan rendah diri bagi perempuan yang tidak ada habis-habisnya. Teori Fungsionalis menentukan kedudukan perempuan dalam keluarga berdasarkan alasan bahwa fungsi tersebut yang paling menguntungkan masyarakat pada umumnya. Tetapi apabila hanya menjalankan fungsi dalam keluarga saja dan tanpa pernah diberi fungsi di luar keluarga membuat perempuan menjadi picik dan bodoh. Keadaan ini seolah-olah membenarkan anggapan bahwa perempuan mempunyai sifat lemah dan bodoh.
 

Ketergantungan mengandung arti bahwa dalam masyarakat terdapat lapisan kelompok manusia yang berkedudukan atas dan bawah. Lapisan yang di atas mempunyai kesempatan "melakukan segala sesuatu" untuk menentukan atau mengatur kelompok manusia yang berada di lapisan bawah.
 Pembagian peran laki-laki dan perempuan memunculkan dua teori besar yaitu teori nature dan teori nurture (kebudayaan). Teori nature atau kodrat selamanya tidak dapat dirubah tatapi keadaan atau tatanan hidup manusia yang berasal dari manusia diistilahkan dengan teori nurture atau budaya masih dapat berubah. 

Sejalan dengan pandangan tersebut, tatanan hidup dan pandangan masyarakat yang diperuntukkan bagi perempuan yang berasal dari kebudayaan manusia masih dapat diubah apabila ternyata tatanan hidup atau pandangan tersebut menciptakan ketidakadilan bagi perempuan khusunya dan manusia pada umumnya. Situasi yang membuat kabur untuk membedakan mana yang buatan manusia mana yang ciptaan Allah inilah yang mendorong manusia untuk kritis dan dinamis dalam mengikuti perkembangan sejarah.
C. Diskriminasi Perempuan

Allah dzat yang maha adil tidak akan membuat tatanan kehidupan manusia dengan mendiskriminasi atau memarginalkan salah satu pihak. Pemahaman yang bias tersebut akibat dari interpretasi terhadap ayat-ayat dan hadits-hadits yang secara tekstual menyudutkan posisi kaum perempuan. Ayat-ayat yang dimaksud, antara lain: Q.S Al Nisa' ayat 1
 Q.S. al Nisa' ayat 34
, dan Q.S. Ali Imran ayat 36
.

Visi dan misi ajaran Muhammad adalah kemashlahatan dan keadilan. Menurut Syatibi harus dilihat dari tujuannya yang diistilahkan dengan maqashid al syariah yang dalam istilah Fazlur Rahman disebut ide moral yang mengakar pada prinsip keadilan (al-'adl). Dengan demikian yang perlu ditegakkan di tengah-tengah masyarakat bukanlah hukum, melainkan mashlahah sebagai wujud kongkrit dari maqashid Al syariah atau moral itu sendiri
. Hukum bisa dirubah dan harus dirubah jika tidak lagi mampu menopang terealisasinya mashlahah dan moral dalam kehidupan. 

Tatanan kehidupan umat manusia yang didominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang sangat panjang. Dalam tatanan ini perempuan ditempatkan sebagai the second human being (manusia kelas kedua) berada di bawah superioritas laki-laki, yang membawa dampak yang cukup luas dalam kehidupan sosial di masyarakat. Pembentukan struktur masyarakat ini diyakini sebagai ketentuan Ilahiyah yang tidak bisa dirubah,  padahal setelah dirunut dari awal ternyata struktur tersebut hanya hasil dari sebuah kultur sosial suatu peradaban. Karena persepsi tersebut dianggap benar timbullah berbagai kekerasan, penindasan, pelecehan seksual, dan sebagainya terhadap kaum perempuan.

Ajaran Nyi Hartati kepada anaknya Rancangkapti yang tertulis dalam Serat Centhini tentang "kias lima jari tangan", tampak sekali bahwa ajaran tersebut mempunyai kecenderungan melemahkan kedudukan perempuan dalam rumah tangga di hadapan suami. Ajaran tersebut menuturkan bahwa:

1. Jempol (ibu jari), berarti "Pol ing tyas". Sebagai istri harus berserah diri sepenuhnya kepada suami. Apa saja yang menjadi kehendak suami harus dituruti.

2. Penuduh (telunjuk), berarti jangan sekali-kali berani mematahkan "tudhung kakung" (petunjuk suami). Petunjuk suami tidak boleh dipersoalkan.

3. Penunggul (jari tengah), berarti selalu "meluhurkan" (mengunggulkan) suami dan menjaga martabat suami.

4. Jari manis. Berarti tetap manis air mukanya dalam melayani suami dan bila suami menghendaki sesuatu.

5. Jejenthik (kelingking), berarti istri harus selalu "athak ithikan" ( trampil dan banyak akal) dalam sembarang kerja melayani suami. Dalam melayani suami hendaknya cepat tetapi lembut.
  

Perempuan merupakan manusia yang lebih beruntung jika dibanding laki-laki karena perempuan dicipta selangkah lebih hebat. Perempuan dapat melakukan pekerjaan laki-laki tetapi laki-laki tidak dapat melakukan pekerjaan perempuan, mulai dari haid, mengandung, melahirkan dan menyusui, bahkan dalam mendidik anak perempuan lebih piawai .
 Statemen ini bukanlah merupakan statemen yang meninggikan kedudukan perempuan atas laki-laki tetapi menunjukkan setiap unsur masyarakat adalah setara dengan fungsi yang berbeda. 

D. Pra Gerakan Perempuan Indonesia (Premovement Stage)
Setiap harapan tidak akan mungkin tercapai dengan tiba-tiba. Begitu pula perempuan Indonesia dalam memperjuangkan persamaan hak-haknya dalam rumah tangga dan perkawinan. Perjuangan perempuan Indonesia ini merupakan usaha untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat. Perempuan Indonesia  berjuang melalui beberapa tahap seperti tahapan yang ada dalam gerakan sosial menurut Baldridge yaitu: 1. premovemen stage (tahap pra gerakan), 2. awakening stage (tahap membangun kesadaran), 3. movement building stage (tahap membangun gerakan), 4. influence stage (tahap mempengaruhi kelompok sasaran), 5. outcome stage (tahap pencapaian hasil, efek gerakan yang telah terlihat pada kebijakan).

Tahap awal adalah premovement stage (tahap pra-gerakan). Pada tahap ini gerakan sosial akan muncul secara pelan dan dengan penuh cobaan, dari serangkaian kondisi-kondisi yang unik, yang secara khas mencakup suatu periode jangka panjang mengenai tekanan dan diskriminasi sosial berpasangan dengan suatu periode jangka pendek mengenai kemajuan yang menghasilkan harapan yang meningkat. Ketika harapan menjadi maju, suatu gerakan sosial revolusioner akan menjadi berkembang
.  

Dalam mendidik anak, ibu (perempuan) harus benar-benar mendidik tidak hanya memerintah dan menyalahkan, tetapi harus mampu menjadikan dirinya seakan menjadi suatu lembaga sekolah, sebagaimana dikatakan syair yang baik: al ummu madrosatun idza a’dadnahaa, a’dadta sya’ban thoyyibal a’roof (ibu itu laksana sekolah jika anda menyediakan-samalah seperti anda menyediakan suatu umat yang baik keturunannya)

Sebuah pepatah berkata bila kita mendidik seseorang laki-laki maka sebenarnya kita telah mendidik seorang laki-laki, namun bila membina seorang perempuan maka niscaya kita telah membina suatu generasi. Perempuan adalah ibu generasi dan ibu peradaban, di tangan ibu lah pembinaan seorang anak pertama kali dimulai. Naluri ini yang akan terbawa sampai ruang publik untuk membina masyarakat dalam membangun dan merubah generasi yang lebih baik. Oleh karena itu perempuan harus memiliki pendidikan yang cukup sebagai bekal untuk perbaikan umat.
  

Agama Islam pun telah gamblang dan jelas menyerukan akan pentingnya pendidikan. Perempuan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan peranannya dalam semua lapangan hidup, maka perempuan perlu berpengetahuan. Bagaimana mungkin perempun bodoh akan menjadi tiang yang baik dan kokoh bagi suatu negara, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad saw: Al Maratu 'imaadul bilaad idza sholuhat fasholuhat waidza fasadat fafasadat (wanita adalah tiang negara, apabila ia baik maka negara akan baik dan apabila ia rusak maka negara akan rusak). Dan bagaimana pula ia berfungsi sebagai pendidik dan pembina bagi anak-anaknya, jika ia tidak berpengetahuan.

Pendidikan yang dikoordinasi oleh Dewi Sartika dikenal dengan Sekolah Istri atau Sekolah Gadis yang dibuka pada tanggal 16 Januari 1904 di daerah Paseban-Bandung. Mulai 1910 sekolah ini diurus oleh sebuah panitia terdiri dari "Njonja Resident, Njonja Assistent Resident, Njonja Inspecteur, Njonja Directeur Opleidingschool, Raden Ajoe Regent, Raden Ajoe Patih dan Raden Ajoe Hoofd-Djaksa. Commissie itu disebut: "Vereniging Kaoetaman Istri"

Perempuan yang telah tamat dari Sekolah Istri dikenal dengan Keutamaan Istri  dapat mendirikan sekolah-sekolah yang sama ditempat lain seperti: Keutamaan Istri Tasikmalaya (1913), Keutamaan Istri Sumedang (1916), dan Keutamaan Istri Padangpanjang yang didirikan salah seorang alumni keutamaan Istri Bandung pada tahun 1915. Secara sporadis sekolah-sekolah seperti itu dibuka dan tumbuh di mana-mana.

Pada tahun 1914 sekolah Kartini juga didirikan di Madiun tahun 1916 di Malang dan di Cirebon, tahun 1917 di Pekalongan, tahun 1918 di Indramayu, Surabaya, Rembang. Pada waktu yang bersamaan sekolah Keutamaan Istri di Jawa barat pun cepat berkembang. Pada tahun 1913 dibuka sekolah untuk anak perempuan Tasikmalaya. Tahun 1916 di Sumedang dan di Cianjur, tahun 1917 di Ciamis tahun 1918 di Cicurug, Kuningan, dan Sukabumi 
E. Membangun Kesadaran Perempuan Indonesia (Awakening Stage)
Tahapan selanjutnya adalah membangun kesadaran perempuan Indonesia tentang posisi, hak, tugas, dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga dan perkawinan. Pada tahap ini praktisnya membutuhkan dua faktor yang mampu membantu membangun kesadaran untuk melakukan mobilisasi, yaitu pemimpin yang kharismatik dan proses "rasionalisasi". Pemimpin kharismatik juga bisa berupa penulis yang pandai yang mengubah bentuk individu terhimpit ke dalam suatu pergerakan sosial terorganisir.

Tahap ini, selain dibutuhkan seorang pemimpin juga dibutuhkan upaya "rasionalisasi", yaitu upaya membangun keyakinan diri atau kepercayaan diri secara memadai. Rasionalisasi perlu ditanamkan pada perempuan sebab kelompok terhimpit sering menerima begitu saja dan benar-benar percaya bahwa mereka lebih rendah, tidak berharga dan berbagai klise negatif lainnya. Singkatnya, proses sosialisasi adalah suatu usaha untuk membawa si kelompok tertindas untuk memahami dan menghargai kekuatan sendiri, membuang klise negatif yang selama ini melekat padanya. Dengan begitu mereka mampu melakukan gerakan sosial.
 

Surat-surat Kartini baru terbit tahun 1911, sejak saat itu suatu diskursus feministik berlangsung di sini. Sedangkan tiga tahun sebelumnya, satu Juli 1908 terbit di Bandung majalah Poetri Hindia.
 Mungkin inilah yang pertama dari yang tidak banyak jumlahnya yang secara sungguh-sungguh memasukkan perempuan ke dalam diskusi politik Hindia Belanda, usaha awal memasukkan perempuan ke ruang publik yang dimonopoli lelaki.
 

Para redaktur perempuan majalah Poetri Hindia tersebut terdiri dari orang-orang Eropa dan pribumi yang tergabung dalam suatu usaha jurnalistik, di mana setiap orang dilihat dari kualitasnya, menjalankan suatu tugas apostolat, dakwah politik. Namun, pada saatnya pimpinan redaksi dipegang oleh Ajoe Tjokro Adi Koesoemo pada tahun 1910, sehingga posisi penting dijabat oleh para perempuan pribumi.

F. Membangun Gerakan Perempuan Indonesia  Masa Kolonial  (Movement Building Stage)
Perjuangan perempuan Indonesia tidak pernah padam walau banyak kerikil tajam yang menghalangi langkahnya dalam mencapai tujuan. Tahapan gerakan selanjutnya adalah movement building stage (tahapan membangun gerakan). Untuk keluar dari para penindas selain dibutuhkan pemimpin kharismatik yang mampu mencambuk gerakan dan program rasionalisasi yang berusaha menghancurkan stigma negative dan mengganti stigma baru yang punya konsep pribadi yang kuat, juga dibutuhkan suatu organisasi, ideology, dan kepercayaan.

Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan mampu dikalahkan kebatilan yang terorganisir dengan baik (Al-haqqu bilaa nidhoomin yaghlibuhul baathil bin nidhoom). Itulah kata-kata Sayyidina Ali r.a dalam memberi semangat pasukannya. Oleh sebab itu, perempuan Indonesia berusaha menata diri dalam melakukan suatu gerakan dengan membuat organisasi-organisasi baik tingkat daerah maupun Nasional dengan aturan main dan visi misi yang jelas.

Untuk mempelajari suatu gerakan sosial kita tidak bisa melihatnya lepas dari perkembangan masyarakat. Gerakan sosial merupakan akibat dari berbagai proses dalam masyarakat, Begitu pula dengan pergerakan
 perempuan di Indonesia,. Gerakan ini muncul tidak mendadak tetapi terbentuk karena terdorong oleh kejadian-kejadian sebelumnya.
 

Gerakan sosial ini mencari reorientasi, antara lain dengan menghidupkan kembali nilai-nilai tradisional dan seringkali keagamaan.
 Selain itu gerakan-gerakan akan muncul manakala terjadi deprivasi relative, yakni ketika di masyarakat terbentang jurang panjang yang memisahkan antara harapan-harapan masyarakat dengan kemampuan mereka mendapat sarana-sarana yang diperlukan untuk memenuhi harapan-harapan yang mereka inginkan.
 Perempuan Indonesia awal sampai awal abad ke-20 memiliki harapan besar untuk dilibatkan dan ikut berperan dalam menorehkan jasa-jasanya dalam tinta sejarah bangsa, namun semua itu hanya bayangan belaka karena terbelengu akan adat yang membatasi ruang gerak kaum perempuan.
Gerakan perempuan Indonesia muncul karena berbagai sebab yang merendahkan posisi perempuan. Sebab-sebab itu adalah kawin paksaan (perempuan banyak yang dikawinkan dengan suami yang belum pernah dilihatnya, atau sudah pernah dilihat tetapi belum dikenal;dalam segala hal hanya boleh bilang "ya" saja), poligami (dulu boleh dibilang biasa saja seorang laki-laki beristri lebih dari seorang dan diam dalam satu rumah pula), kekuasaan tidak terbatas dari kaum laki-laki dalam perkawinan (seorang laki-laki dengan begitu saja sewaktu-waktu boleh menceraikan istrinya, tidak usah mengatakan sebab-sebabnya dan tidak ada beban kewajiban untuk menyokong istri yang diceraikan), adat kebiasaan tetap tinggal di rumah  (gadis-gadis sejak mulai menginjak waktu dewasa tidak boleh meninggalkan rumah). Inilah beberapa sebab utama munculnya geraka-gerakan dari kaum perempuan Indonesia (A.K. Pringgodigdo, 1994: 22).   

Berdirinya perkumpulan Boedi Oetomo pada tahun 1908 dimulailah kebangkitan nasional dikalangan pergerakan nasional dan dengan itu pula mulailah terbentuk perkumpulan-perkumpulan perempuan, misalnya: Wanita Oetomo, Darma Lasmi, Poetri Merdeka, Keutamaan Isteri,  Serikat Perempuan Islam Indonesia. Aisyiah, Ina Tuni, Wanito Moeljo, Wanito Katolik, Poetri Boedi Sedjati, Poetri Indonesia, Jong Islamieten Bond Dames Afdeling, dan Wanita Taman Siswa.
Dampak dari politik etis yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia sebagai bentuk balas budi karena Indonesia telah memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perbaikan ekonomi yang ada di negara Belanda. Politik etis tersebut terdapat usaha perbaikan dibidang pendidikan sehingga menghasilkan beberapa kaum terpelajar dari kaum pribumi. Dengan adanya pendidikan yang cukup dari beberapa kaum pribumi tersebut muncul kesadaran akan pentingnya persatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan. 

Kesadaran akan pentingnya persatuan tersebut diwujudkan dalam bentuk pendirian Organisasi-Organisasi dengan tujuan untuk berjuang secara kolektif. Prinsip berat sama dipikul ringan sama dijinjing menjadi inspirasi dalam pembentukan organisasi perempuan Indonesia. Awal organisasi pergerakan dengan skala nasional diprakarsai oleh seorang dokter atas keprihatinannya dengan penderitaan kaum yang sakit akibat kelaparan atau rendahnya gizi. Kesadaran nasional yang bangkit pada awal abad ke-20  telah meluas pada kaum wanita, tidak saja di pulau jawa tetapi juga di Sumatra, Sulawesi, Ambon, dan lain-lain.

Pada tanggal 11 Pebruari 1914 didirikan Kerajinan Amai Setia (KAS) di kota Gedang, Sumatera Barat. Ketuanya yang pertama adalah Rohanah Kudus. Organisasinya bertujuan: meningkatkan derajat wanita dengan jalan mengajarkan baca tulis huruf Arab latin , mengatur rumah tangga, membuat kerajinan tangan dan mengatur pemasarannya. Pada tahun 1914 Kerajinan Amai Setia  berhasil mendirikan sekolah anak perempuan di Sumatera
.

Timbul banyak organisasi wanita setempat (lokal) di jawa seperti: Pawiyatan Wanito di Magelang (1915), Wanito Hadi di Jepara (1915), Purborini di Tegal (1917), Wanito Susilo di Pemalang (1918), Wanito Rukun Santoso di Malang, Budi Wanito di Sala, Putri Budi Sejati di Surabaya (1919), Wanito Mulyo di Yogyakarta (1920), dan lain-lain
.

Tanggal 22 April 1917, didirikan Aisyiyah di Yogyakarta sebagai Bagian wanita dari Muhammadiyah. Sedang PIKAT (Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya) didirikan pada tanggal 8 Juli 1917 di Manado oleh Maria Walanda Maramis
. Sebagai bagian dari Serikat Islam (SI), telah didirikan Serikat Siti Fatimah di Garut pada tahun 1918 dan Wanodyo Utomo di Yogyakarta pada tahun 1920, yang kelak menjelma menjadi Sarikat Putri Islam pada tahun 1925
.

Tahun 1920 didirikan Gorontalosche Mohammdedaanche Vrouwen Vereniging di Gorontalo. Sulawesi Utara dan Sarekat Kaum Ibu Sumatera di Bukittinggi. Pada tahun yang sama juga berdiri Nahdlatul Fatad sebagian dari Wal Fadjri.(Suryochondro:1984, Ohorella, 1992:8)
G. Perempuan Indonesia Mempengaruhi Kelompok Sasaran (Influence Stage) 
Pergerakan perempuan tidak pernah padam dan surut karena berjalannya waktu. Usaha perempuan Indonesia mulai berani menampakkan dirinya di atas permukaan dengan mempengaruhi kelompok yang lain. Influence stage (tahapan memepengaruhi kelompok sasaran) , pada tahap ini, gerakan siap beraksi. Kesiapan mereka untuk bertindak tidak lepas dari tumbuhnya kesadaran yang dibangun para pemimpin yang kharismatik, rasionalisasi, mengembangkan administrasi, ideology, dan organisasi yang efektif.
 Pada tahap ini, anggota gerakan juga mencoba untuk membujuk masyarakat yang lebih besar untuk mencapai tujuannya bahkan sasarannya adalah penguasa.
Semangat kebangsaan Rakyat Indonesia semakin menggelora, pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan meletusnya "SUMPAH PEMUDA" yang bersemboyan "satu bangsa, Satu Bahasa, Satu Tanah Air." Semangat kebangsaan ini menjiwai "KONGRES PEREMPUAN INDONESIA" yang diadakan atas  inisiatif dari wanita muda di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928 tepatnya dilaksanakan di pendopo Joyodipuran, Yogyakarta yang dipimpin oleh Ny. R.A. Sukonto.  Kongres Perempuan Pertama ini atas inisiatif tujuh organisasi perintis pergerakan perempuan Indonesia
 yang dihadiri tiga puluh organisasi perempuan.  Pada kongres itu untuk pertama kali dikibarkan bendera Sang Merah Putih, dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dipergunakan bahasa Indonesia. Kongres pertama ini membahas kedudukan perempuan dalam perkawinan dan pendidikan.
Kongres perempuan Indonesia diselenggarakan dalam rangka menuntut persamaan dalam rumah tangga dan perkawinan. Pada masa sebelum merdeka menggunakan istilah Kongres Perempuan Indonesia namun setelah kemerdekaan Kongres Perempuan menggunakan Kongres Wanita Indonesia. Kongres-kongres yang diselenggarakan mulai dari yang pertama tahun 1928 sampai ke lima belas memiliki tujuan yang selaras yaitu menuntut persamaan hak dalam rumah tangga dan perkawinan. Tuntutan tersebut dikemas dalam suatu tuntutan kepada pemerintah agar segera membuat Undang-Undang Perkawinan yang mengatur dan melindungi hak perempuan dalam rumah tangga dan perkawinan.

Beberapa usulan tentang Rancangan Undang-Undang Perkawinan baik lahir dari kaum nasionalis, agama (Islam), maupun ahli hukum. Sehingga dalam pembahasan undang-undang perkawinan banyak sekali perdenbatan dalam siding parlemen.
H. Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru Sampai Terbentuknya Undang-Undang Perkawinan (Outcome Stage)
Suatu pergerakan dikatakan sudah berhasil apabila gerakan sosialnya telah mampu mempengaruhi kebijakan. Keberhasilan pergerakan perempuan Indonesia diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. undang-undang tersebut memuat persamaan hak dalam rumah tangga dan perkawinan.

Resolusi yang dikeluarkan pada Kongres Wanita Indonesia XV yang pertama mengenai Undang-Undang Perkawinan berisikan desakan pada DPRGR supaya segera dikeluarkan dan lekas diundangkan. Kunjungan ke DPRGR diadakan pada tanggal 29 April 1970 yang diikuti oleh hampir semua anggota Dewan Pimpinan KOWANI dan "Alternate" tetapnya.  Pembahasan yang dilakukan sampai berakhirnya masa kerja DPRGR tahun 1971 mengalami kemacetan pula, mungkin karena lebih banyak ditinjau dari segi politis daripada memperhatikan kepentingan masyarakat, khususnya perlindungan keluarga yang beragama Islam.

Team Kerja Penyiapan Bahan   dalam Sidang Umum MPR tahun 1972-1973, mengenai masalah yang bersangkutan dengan MPR, KOWANI juga memberikan pendapatnya. Pada perihal kesejahteraan rakyat KOWANI mengajukan untuk menunjuk kembali kepada Ketetapan MPRS No. XXVIII/MPRS/1966 Pasal 1 ayat 3 agar supaya segera dikeluarkan Undang-Undang  Perkawinan. Dalam usaha mengobarkan semangat perempuan Indonesia  tentang tuntutan dibentuknya Undang-Undang Perkawinan, KOWANI di bawah pimpinan ketua periodik Ny, H. Asmah Syahroni, mengadakan dialog dengan ketua DPR Drs. Sumiskum dan Pimpinan Komisi Hukum DPR tentang materi Undang-Undang Perkawinan. Dialog diadakan secara bertahap dalam beberapa kali pertemuan dalam tahun 1973.

Bulan Juli 1973 pemerintah mengajukan kembali sebuah RUUP kepada DPR. RUUP tersebut mendapat banyak tanggapan pro dan kontra dalam DPR maupun dalam masyarakat di DPR bahkan pernah ada demonstrasi menentang RUUP yang dilakukan oleh orang luar
. 

Atas Prakarsa KH Muhammad Bisri Syansuri, Rois 'Aam Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama, pada tanggal 22 Agustus 1973 mengumpulkan 9 ulama besar di Jombang diadakan Musyawarah Alim Ulama yang tidak hanya memutuskan untuk mengambil sikap yang tegas terhadap RUU Perkawinan tetapi juga menyampaikan usul-usul secara lengkap untuk merubah pasal demi pasal dari RUU yang dianggap bertentangan dengan Islam, disertai dengan alasan dalil-dalil Al Qur-an dan Hadits. Usul-usul tersebut sebagai berikut: 

1. Perkawinan bagi orang muslim harus dilakukan secara keagamaan dan tidak secara sipil

2. Masa iddah saat istri mendapatkan nafkah setelah diceraikan harus diperpendek, dan tidak ada pengecualian diberlakukan bagi wanita usia lanjut sekalipun.
 

3. Pernikahan setelah kehamilan diluar nikah tidak diizinkan.

4. Pertunangan dilarang karena mengarah ke perzinaan.

5. Anak angkat tidak memiliki hak yang sama dengan anak kandung.

6. Batas usia diperkenankan 16 tahun bukan 18 bagi perempuan dan 19 tahun bukan 21 tahun bagi laki-laki

7. Penghapusan sebuah pasal dari RUU yang diajukan menyatakan bahwa perbedaan agama bukan halangan perkawinan.

8. Penghapusan pasal mengenai pembagian rata harta bersama antara pria dan wanita.

9. Menolak larangan perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan sebagai anak angkat dan orang tua angkat dan anak dari orang tua angkat.

10. Menolak larangan melangsungkan perkawinan lagi antara suami istri yang telah bercerai.
  

Keputusan musyawarah itu kemudian menjadi pegangan bagi Partai Persatuan Pembangunan serta Fraksinya di DPR dalam pembahasan RUU Perkawinan itu lebih lanjut (Lev, 1986: 336). Sedangkan  PDI (Partai Demokrasi Indonesia) yang mengusulkan perkawinan sipil harus mengalah (Feilard, 1999: 196). Dalam parlemen atas usulan hasil musyawarah Alim Ulama yang diselenggarakan di Jombang tersebut juga di setujui oleh kelompok wanita Islam.

Tanggal 22 Desember 1973 dalam sidang Paripurna yang dihadiri oleh 369 dari 460 Anggota DPR mengesahkan Undang-Undang tentang Perkawinan secara aklamasi sebagai kado pemerintah kepada kaum perempuan diseluruh Indonesia pada peringatan Hari Ibu. Undang-Undang Perkawinan tersebut kemudian di undangkan sebagai Undang Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Hal itu nampak diselenggarakannya Kongres Wanita Indonesia XVI yang diselenggarakan di Gedung Wanita Jalan Diponegoro 26 Jakarta pada tanggal 14-18 Mei 1974 dengan mengambil tema "Konsolidasi organisasi wanita untuk meningkatkan potensinya dalam pembangunan" ketua panitia kongres adalah Ny. Suwondo (ketua BPOW DKI Jakarta) dan pimpinan kongres adalah Ny. F. Duriat (Ketua Periodik DP KOWANI)
. Salah satu isi keputusan Kongres Wanita Indonesia adalah mendukung pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang telah disahkan oleh pemerintah Kaum pembela perempuan dengan tetap tegar walau banyak pihak yang kontra perihal pemunculan sekaligus pengesahan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah dikabulkan tuntutan kelompok Islam khususnya NU terpenuhi dua pertiga dari tuntutan yang ada..
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